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ABSTRAK 
 

Nama  : Christian Haryadi 

Program Studi : Magister Kenotariatan    

Judul :Peran Pengadilan Negeri Melalui Penetapannya Dalam Penyelenggaraan 

RUPS PT Sebagai Subjek Hukum Dalam Keadaan Status Quo  (Studi Kasus 

Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 72/Pdt.P/2009/PN.BB) 

 

    

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang diakui sebagai subjek hukum mempunyai hak 

dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Sebagai subjek hukum, Perseroan Terbatas diwakili 

oleh Direksi sebagai organ Perseroan Terbatas atau jika Direksi berhalangan tetap, diwakili 

oleh Dewan Komisaris,. Perseroan Terbatas dalam keadaan status quo jika Direksi dan Dewan 

komisaris telah berakhir masa jabatannya, dan adanya kepemilikan saham yang seimbang 

dalam Perseroan Terbatas yaitu masing masing memiliki 50 % (limapuluh) persen saham, dan 

jika tidak ada musyawarah mufakat maka Rapat Umum Pemegang Saham dalam mengangkat 

Direksi dan Dewan Komisaris baru tidak dapat mengambil keputusan yang sah. Penelitian yang 

dituangkan dalam tesis ini, untuk menjawab bagaimana peran Pengadilan Negeri dalam 

memberikan izin kepada pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari 

seluruh saham dengan hak suara, dan menetapkan syarat syarat Rapat Umum pemegang Saham 

agar Rapat Umum pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang sah dan bagaimana 

rumusan dalam anggaran dasar Perseroan terbatas dalam mengatassi kepemilikan saham yang 

berimbang ini. Dalam menjawab masalah tersebut, dilakukan dengan menggunakan metode 

penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap kepemilikan saham yang berimbang dimana 

Direksi dan Dewan Komisaris telah berakhir masa jabatannya, Hasil penelitian bahwa 

Pengadilan Negeri dapat menetapkan syarat pengambilan keputusan yang sah dalam Rapat 

Umum pemegang saham dan anggaran dasar dapat dibuat dengan klasifikasi saham seri A 

sebagai saham biasa dan saham dengan seri B sebagai saham tanpa hak suara. 

 

Kata Kunci: Pengadilan, RUPS PT, Status Quo  

	


